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Implementasi Kebijakan Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ciamis, dimana dalam prakteknya, Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ini belum terimplementasikan secara efektif. Ketidakefektifan Implementasi Kebijakan Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ciamis, tersebut di atas, akan dikaji dan dieksplorasi berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Hoogerwerf.
Metode penelitian yang digunakan adalah dekriptif analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan.
Berdasarakan hasil penelitian dimana implementasi Kebijakan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional belum berjalan secara efektif, ketidakefektifan ini akan menganggu serta berdampak kepada tingkat kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional belum berjalan secara efektif. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu sendiri.
Disamping itu hasil penelitian menemukan juga Adanya sebuah model untuk mengimplementasikan kebijakan Kepesertaan Program Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ciamis yaitu Model yang dimaksud adalah implementasi kebijakan Model Top Down dengan memodifikasi teori Hoogerwerf dilengkapi dengan adanya Prosedur Pelayanan Berjenjang yang sama di semua wilayah di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah pusat. Artinya model ini dimaksudkan bahwa setiap pelayanan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sama di semua wilayah atau daerah. Prosedur pelayanan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional secara berjenjang dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam menyebarkan pesan-pesan sosial berkaitan dengan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan terbentuk dengan melihat tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari LTPKD (Lembaga Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis. Ruang lingkup dari LTPKD (Lembaga Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah) adalah lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, verifikasi dan pemetaan data kemiskinan dan penentuan kriteria kemiskinan daerah.





The policy on membership of the Nasional Health Insuance Program in Ciamis Regency has not been implemented effectively. This ineffectiveness will be reviewed and explored based on Hoogerwerf’s policy implementation theory.
The method used in this study in descriptive analysis with qualitative approach. Qualitative approac as a research prosedur that produces descriptive data in the form of written or oral words and behavior that can be observered”.This approach is used with the consideration that this method is expecded to obtain the actual data and able to examine the problem of research in depth so that the expected results can be obtaines.
Based on the result of the study,this ineffectiveness will disrupt and affect the level ofparticipation of nasional health insurance. There are some things that cause the policy has not been implemented effectively.Lack of inforrmation easily leads to an imprecise description both to the policy object and to the implementers of the policy content to be implemented and the result of the policy itself.
Besides, the research finds that there is also a model for implementing the participation policy of the National Health Insurance Program Program in Kabupaten Ciamis that is the model in question is the implementation of the top down policy model by modifying the theori Hoogerwerf equipped with the existence of the same tiered service prosedure in all regions of Indonesia made by the central government. This means that the model is intended that every service National Health Insurance Participation Program the same in all regions or regions. Service procedure The participation of the National Health Insurance Program in stages can be an effective way of disseminating social messages related to the participation of the National Health Insurance Program and is formed by looking at the main tasks and functions and authorities of the LTPKD (Regional Technical Institute for Poverty Reduction) replied to the Regent of Ciamis through the Regional Secretary of Ciamis Regency. The scope of the LTPKD (Regional Technical Institute for Poverty Reduction) is an institution that provides services to the poor, verifies and mapping of poverty data and determining regional poverty criteria.
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